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PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR 98.AlPER/BSN/8/2010 

TENTANG 

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

: a. bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di 

lingkungan Badan Standardisasi Nasional , perlu dikelola secara 

tertib administrasi , transparan , akuntabel , efektif dan efisien ; 

b. bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak secara 

tertib administrasi , transparan , akuntabel , efektif dan efisien 

sebagaimana dimaksud pad a huruf a, diperlukan Standar 

Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

c. bahwa Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang telah ada belum secara rinci mengatur pencatatan, 

penyetoran dan pelaporan ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, b, dan c, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan 

Standardisasi Nasional tentang Standar Operasional Prosedur 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional; 

: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3687) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang . .. . 
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4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4400) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan 

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3760); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara 

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber 

dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3871 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4020); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tarif dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 

pad a Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4781); 

g, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara RI Tahun 

2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4995); 

10. Keputusan Presiden Nomor 131M Tahun 2008 tentang 

Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional; 

11 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.02/2008 tentang 

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pad a Badan Standardisasi Nasional; 

12. Keputusan .... 
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12.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 

965/BSN-I /HK.35/05/2 001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Nomor 130/KEP/BSN/7/2 006; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN 

NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

Pasal 1 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran Peraturan ini , sebagai panduan dan pedoman dalam 

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan 

Standardisasi Nasional. 

Pasal 2 

Dengan berlakunya Peraturan ini , maka Peraturan Kepala Badan 

Standardisasi Nasional Nomor 78/PER/BSN/8/2009 tentang Standar 

Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan 

Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pad a tanggal 6 Agustus 2010 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

BAMBANG SETIADI 

LAMPIRAN .... 
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LAMPIRAN 

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR : 98,A/PER/BSN/8/2010 

TANGGAL : 6 Agustus 2010 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti dan peran yang sangat penting 

sebagai salah satu sumber bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah negara dan 

pembangunan nasional. Oleh karenanya , diperlukan langkah-Iangkah yang sebaik

baiknya dalam menentukan jenis-jenis penenmaan suatu lembaga serta 

pengadministrasian dan pengelolaannya secara tertib dan efisien agar penerimaan 

tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP adalah 

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 

Tahun 1999 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang tersebut. 

Salah satu arah dan tujuan dari Undang-undang tersebut adalah dalam rangka 

kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan 

melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak serta 

penyetorannya ke Kas Negara. 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(LPN D) dan sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat yang memiliki sumber PNBP, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , wajib melakukan upaya 

intensifikas i dalam menciptakan sumber dan volume ke Kas Negara, serta dapat 

menggunakan kembali sebagian penerimaan tersebut atas persetujuan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia bagi kepentingan lembaga. 

Berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan Sistem 

Standardisasi Nasional (SSN) , BSN ditugaskan sebagai institusi yang bertanggung 

jawab terhadap pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional. Untuk itu , 

dalam rangka meningkatkan keberterimaan produk nasional , mendorong produktivitas, 

daya guna produksi, dan menjamin mutu produk barang/jasa agar dapat bersaing di 

pasar dalam negeri maupun luar negeri , maka kegiatan utama BSN adalah melakukan 

pemantapan SSN melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI ), 

pengembangan penilaian kesesuaian dan peningkatan persepsi masyarakat terhadap 

standar. 
o ISK-SK\2010ISK SOP PN8P 2010 ace 
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Terkait hal tersebut di atas, hingga sa at ini BSN memiliki empat jenis pelayanan jasa 

standard isasi yang merupakan sumber PNBP, yaitu Jasa Pelatihan Standardisasi , Jasa 

Akreditasi , Jasa Informasi Standardisasi , dan Jasa Permohonan Nomor Identifikasi 

Bank. Penjelasan singkat dari keempat jenis pelayanan jasa standard isasi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

A. Jasa Pelatihan Standardisasi 

Standardisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) dan perlu untuk terus dikembangkan . Sa lah satu 

upaya pengembangan standardisasi ada lah melalui pendidikan standard isasi 

kepada masyarakat. BSN atau instansi teknis , baik secara bersamaan atau send iri 

menyelenggarakan kegiatan tersebut melalui penyelenggaraan yang 

terkoord inasikan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di internasional dengan 

maksud agar kegiatannya dapat diaku i secara internasional. Unit kerja yang terkait 

dengan jasa pend idikan standard isasi adalah Pusat Pendidikan dan 

Kemasyarakatan. 

B. Jasa Akreditasi 

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal berupa pemberian , 

pemeliharaan, perpanjangan , penundaan dan pencabutan Akred itasi lembaga

lembaga sertifikasi (yang antara lain mencakup sistem mutu, prod uk, personel, 

pelatihan, sistem manajemen lingkungan , sistem pengelolaan hutan lestari, sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) , laboratorium pengujilkalibrasi , 

inspeksi teknis , yang menyatakan bahwa lembaga sertifikasi dan laboratorium 

dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu kegiatan 

standardisasi tertentu. 

Unit kerja yang terkait dengan jasa akred itasi adalah Pusat Akreditasi Laboratorium 

dan Lembaga Inspeksi dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi . 

C. Jasa Informasi Standardisasi 

BSN sebagai lembaga acuan bagi keg iatan standar penilaian kesesuaian di 

Indonesia bertanggung jawab terhadap penyebarluasan informasi standardisasi 

kepada masyarakat sebagai bag ian dari program Kampanye Jaminan Mutu. Untuk 

itu , BSN melalui International Organization for Standardization Net Working 

(ISONET) Reference Point dan Enquiry Point Indonesia untuk TBT-WTO 

memberikan jasa informasi kepada masyarakat internasional tentang standar, 

peraturan teknis , sistem penilaian kesesuaian , dan hal-hal yang berkaitan dengan 

standardisasi kepada pengguna di dalam negeri. Unit kerja yang terkait dengan jasa 

informasi standard isasi adalah Pusat Informasi dan dokumentasi . 
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D. Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank 

Penomoran penerbitan kartu bank adalah kegiatan dari International Organization 

for Standardization (ISO) untuk melakukan pendaftaran dan memberi nomor 

identifikasi kapada institusi penerbit kartu bank dari berbagai Negara. Untuk 

memproses pendaftaran tersebut, sesuai dengan standar ISO 7812 part 2 

disebutkan bahwa penerbitan kartu bank dapat mengajukan pendaftaran kepada 

Sponsoring Authorities. Dalam hal ini institusi yang dapat bertindak sebaga i 

Sponsoring Authorities adalah Badan Standardisasi Nasional selaku anggota ISO. 

Sponsoring Authorities kemudian akan memproses pendaftaran institusi penerbit 

kartu bank tersebut kepada Registration Authorities yang dalam hal ini oleh ISO 

telah menunjuk Asosiasi Bank Amerika (ABA) untuk menangani pendaftaran dan 

penomoran institusi penerbit kartu bank. Unit kerja yang terkait dengan Jasa 

permohonan nomor identifikasi bank adalah Pusat Kerjasama Standar. 

Sebagai dasar untuk penetapan atas tarif pelayanan jasa yang diberikan kepada 

konsumen , Badan Standardisasi Nasional telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 

Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pad a Badan Standardisasi Nasional. 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBP yang tertib administrasi , transparan , 

akuntabel , efisien dan efektif, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur pengelolaan PNBP di lingkungan 

Badan Standardisasi Nasional. 

2. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3687) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 tah un 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3760); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3871); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4020) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tarif dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pad a Badan Standardisasi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4781); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, 

Pembayaran , dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang 

(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4995); 

10. Keputusan Presiden Nomor 131M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan 

Standard isasi Nasional; 

11 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.02/2008 tentang Persetujuan 

Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pad a Badan Standardisasi Nasional ; 

12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Nomor 130/KEP/BSN/7/2006; 

3. TUJUAN 

Standar Operasiona l Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang sama bagi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan 

Badan Standardisasi Nasional , sehingga pengelolaan PNBP dilakukan secara tertib 

administrasi , transparan , akuntabel, efisien dan efektif. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

1. JASA PELATIHAN STANDARDISASI 

Pemohon Pe'ltihan Punt lIIyanan Pe'atlh.n 
PPK/ BPPI Blglan Ac!mlnl'tns' Pend,patln Bank 

NO URAIAN Standardl ... , Petugas Pembukuan P8tug .. $PM -......... P8rHPlU 
Petugas layanan Pelatihan - Lavanan Bendahara Pener1ma .................. Ku N-sl111I 

INFORMA$I 
1 Pemohon infonnasi pelalihan standardisasi menghubungl : 

Pusat Layanan Pelatihan Standardisasi di Pusat Pendidikan dan 
- \ Pelatihan Masyarakat - BSN 

Gd. Manggala Wanabakti. JI. Jend. Gatot Subroto Siok IV, l antai P- J 
3, Telp : 021 5747043/44 Pst. 270 (Navin/lin), Fax : 021 5747045, 

I E-mail: diklat@bsn.goJd, Website : W'WW.bsn.goJd 

KONFIRMASII KLARIFIKASI A 
2 - Pemohon Pelatihan yang ingin mendaftar in house training / In_ ......... V. 

Pemberitahuan 
infonnasl1Jll'lLllTl in dapat mengajukan permohonan in house training kepada Pusat 

~ --layanan Pelatihan. 
- Selanjutnya Petugas layanan Pelatihan mengecek 
ketersediaan mateo dan instruktur terkait in house training yang l diinginkan Pemohon Pelatihan. Apabila tidak tersedia atau tidak 

I = ~ 9~ dapat dipenuhi Pusat Layanan Pelatihan, maka akan maleri . fi 
diinformasikan kepada Pemohon Pelatihan. Apabila tersedia dan -.-, 
disetujui untuk dilaksanakan, maka akan dilakukan 
penandatanganan kontrak. Va 
- Selanjutnya Pemohon Pelatihan diminta membayar biaya I "Mas' ~ 111 Perseru;u.. atas pelatihan ke Rekening Bendahara Penerima BSN. 
• Petugas Pembukuan Layanan melakukan pencatatan layanan p&rSotujuan petri1taan peIatihan 

berdasarkan data Pemohon Pelatihan yang telah melakukan 
kontrak pelatihan. 

A 
I p_ 1 / Pembukuan / 
1 """'" 7 layaoan 

3 - Apabila Pemohon Pelatihan menginginkan pelatihan reguler, 

~ya Pemberitahuan 
maka Petugas Layanan Pelatihan akan memberikan informasi inlormasi srnt & 
syarat dan aturan pelalihan reguler serta form pendaftaran regular sturan, pemberian 
(sesuai form F-38-9-1) untuk diisi dan dikembalikan (agenda dan """-formulir pendaftaran dapat di download di website BSN). 
- Petugas Layanan Pelatihan akan mendata pemohon pelatihan 

I P= ~ HP-;:.:-yang telah mengembalikan form pendaftaran. 

4 - Setelah dilakukan pendataan pemohon pelatihan, Petugas 
Layanan Pelatihan akan melakukan konfirmasi memastikan - r~9 kesediaan menjadi peserta pelatihan. -- Sebelum dilaksanakannya pelatihan reguler, kepada Pemohon 
Pelatihan akan dikirimkan undangan pelatihan dan Va 

pemberitahuan biaya pelatihan yang harus dibayar serta I U"""'an r- -jP""'::""-konfirmasi kehadiran dalam pelatihan. pelatihan 

- Apabila setuju untuk ikut dan hadir dalam pelatihan, maka 

~ 
Peserta Pelatihan diminta melakukan pembayaran pelatihan ke 
Rekening Bendahara Penerima BSN. -. r~ -

0 6 
- 8 • 



NO URAIAN 

UP~MB~YARAN BIAYA 

P,mohon P,I.tlh.n 
Stand.rdl ... 1 

-<p 
Petugas Layanan ..., 

l 

~-

n Per.t1h.n 
Petugas . 

lAva"," 

PPKlBPPI 
Petug •• SPM Bendahara Penenma 

n-Pemohon Pelatihan membayar biaya pelalihan (sesuai tanf PP 
No. 62 Th. 2007) ke Rekening Bendahara Penerima BSN. 
- Petugas Pembukuan Layanan melakukan pencatatan layanan 
berclasarkan data peserta pelatihan yang telah konfinnasi. 1=.== rtf P'= j-nf----

• 
----- - -- ------- ------- ------ ------ ---- --------

I 6 Biaya pelatihandapat dibayar lS atau Transfer : 
- LS; Pemohon Pelatihan membuat surat pemyataan pembayaran 
LS ke Pusat layanan Pelatihan cq. Bendahara Penerima 
sebelum pelaksanaan pelatihan, selanjutnya Bendahara 
Penerima menerbitkan SPP-S (Surat Pelaksanaan Peke~aan 
Sementara) rangkap 3 untuk pengajuan UKD atau pada saat 
pertanggungjawaban layanan (Iembar 1 untuk Pusat layanan, Va 
lembar 2 & 3 untuk arsip Bendahara Penerima). 

I SPP.~ 
- Transfer; Ditransfer ke Rek. Bendahara Penerima BSN. 
Bukti pembayaran disampaikan ke Pusat Layanan Pelatihan. -l- --= - - -

I 7 - Pusat Layanan Pelatihan akan mengajukan Usuran 
Dana (UKD) dengan melampirkan SPPf SPP-S lembar 1 
dan/atau melampirkan data peserta pelatihan (untuk pelatihan 
reguler) kepada PPK (Pejabat Pen'lbuat Komitmen) untuk 

~. , 
P,

P""'"," 

pelaksanaan pelalihan. . 

-""'"'""~"--"-"~"-" (--1 F'7 ,1 sertifikat pelalihan (reguler dan in house training) . ~ 
- Setelah pelaksanaan layanan se!esai dan dokumen . 
pertanggungjawaban dana rampung, maka SPP !embar 1 yang ~ 
sudah diverifikasi oleh BPP diserahkan kepada Atasan Langsung DatabaIS; I 

untuk monitoring layanan. 

Pengajuan 
UKO ko PPK 1+-------++1 

----------

[ POflf!rima;, ITansfer ] 

PonerimaM data 
pes8fta palatihan dan 

boktiP8fT\b8ya'WI 

t 
iii 

I 8 I- Pusat Layanan Pelatihan menyerahkan data peserta pelalihan 
dan bukti transfer sebelum pelaksanaan pelatihan (untuk 
pelatihan reguler pada saat pelaksanaan pelatihan) kepada 
Bendahara Penerima untuk dibuatkan kwitansi rangkap 3 (Iembaf 
1 untuk Pemohon Pelalihan: lembar 2 untuk arsip dan dibukukan 
di Petugas Pembukuan Layanan Pelatihan; dan lembar 3 untuk 
arsip dan dibukukan di Bendahara Penerima). Kwitansi 1 Pw.oJPbNo.(7r.!009 

- Bendahara Penerima menyelenggarakan pembukuan sesuai 
Perdi~en Perbendaharaan PER-47/PB/2009. 
- Setiap tiga bulan pembukuan Bendahara Penerima direkonSiiaSil 
dengan pembukuan layanan pelat;'" 

Pembukuan 
Bendahara Penerima 

Sa"' 
Parwep'_ 

~ ~sung K •• Neg.t1I 

~ 

-

RK "'''''''''' - - - -- Pengecekan -. 

~ 

I 9 Selanjutnya a!~s_d~~ar k~tansi, 
n ::; ...... {::;urat ... elaKsanaan ... eKef]aan) rangkap 3: 

- lembar 1 &2 diserahkan ke Petugas Pembukuan Layanan dig 
lembar 2 dan selanjutnya lembar 1 didistribusikan ke Petugas 
Layanan Pelatihan. 

~~~~~_j SPP ~ 
\Y ft 

P~. 1 ·1 Peo::," I 

1 '0 

- lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerima. 

NKEKAS 
a setiap minggu menyetorkan pem>rim::l::ln n 

"npn TIa Ke Kas Negara dengal 
pencairan cheque ke Bank Persepsi ata~ 

Atasan Langsung Bendahara Penerima (ALBP). o 



• -_ 'n_ 

Pemohon P,latihan Puut lIIyanan Pt>latlh.n 
PPKlBPPI 

Blg"'n Adminlltrui Pend.patln Ban. 
NO URAIAN Sundardll •• 1 petugas Pembukuan Petug •• SPM ...... - P ..... psu 

Petugas Layanan Pelatlhan • lBvanan Bendahara Penerlma _P ........ KaIN.g.11I 

11 - Selanjutnya Bendahara Penerima menyiapkan SSBP (Sura 
0 9 Setoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke Kas 

Negara melalui Bank Persepsi dan melakukan pencatatan atas ,--;:; bukti SSBP yang lelah disetof1o:an ke Kas Negara. III 
- FolOCOpy bukti SSBP yang telah disetor ke Kas Negara 

$Sap ""'::J ~J~ '-!ersePSi 
selanjutnya divalidasi ke KPPN sebagai dasar pengajuan civalidasi KPPN 

anggaran pelaksanaan layanan oleh Petugas $PM. 

y p-,"," '/ BendaBara Penerima 

PELAPORAN 
12 - Bendahara Penerima menyampaikan laporan ke ALBP dan lPJ 

ke KPPN setiap bulan. '-'""'''"'":1 .I '-'"!:J - Selanjutnya atas laporan Sendahara Penerima, ALBP membua KPPN..,AlBP -l k.KPA 
laporan bulaoan kepada KPA 
- Setiap triwulan AlBP membuat laporan triwulan ke Menter; 

[ ~;:J---------
-1 

Keuangan. 

~'-"~;J - Kepala Pusat Layanan Pelatihan membuat laporan layanan jasa --- -- ----- -- --------- ------- ------ --- -- ----------------- --- -------- ----------- t.4ef1teri I<eua"IgM 
pelatihan yang ditujukan kepada Deputi, Sestama up. Biro PKT, 
dan ALBP. 



2. JASA AKREDITASI 

NO 

2 

3 

URA1AN 

I Pemohon akreditasi yang menginginkan akreditasi oleh KAN 
(Komi!e Akreditasi Nasional) menghubungi Sekretariat KAN 
terkait: 
- Laboratorium & Lembaga Inspeksi : 
Pusa! Akreditasi Laboratorium dan lembaga Inspeksi 
Gd. Manggara Wanabakti. JI. Jend. Gato! Subroto Blok IV, 
Lantai 4, Telp : 021 5747043/44 Pst. 253 (Rere), Fax : 021 
57902948. Website : WINIrV.bsn.go.id 
- Lembaga Sertifikasi : 
Pusa! Akreditasi lembaga Sertifikasi 
Gd. Manggsra Wanabakti, JI. Jend. Gatol Subroto Siok IV, 
Lantai 4 , Tel : 021 5747043/44 Pst. 307 (Oitha), Fax : 021 
57902948, Website : www.bsn.goJd 

PERMOHONAN AKREDITASI 
- Pemohon akreditasil lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) 
akan mendapatkan dokumen serta formulir permohonan 
akreditasi yang relevan dari Sekretariat KAN atau dapat 
didowntoad di website www.bsn.gojd. 
• Pemohon akreditasi diharuskan membayar biaya 
permohonan akredilasi (sesuai larif PP No. 62 Th 2007) ke 
Rekening Bendahara Penerima BSN. 

Pengembalian formutir permohonan akreditasi yang tetah diisi 
lengkap dan dokumen yang dibuluhkan serta letah melunasi 
biaya permohonan akreditasi (salinan bukti pembayaran 
dilampirkan pada permohonan) kepada Sekretariat KAN. 

4 I· Pelaksanaan Audit Kelayakan yaitu pemeriksaan 
kelengkapan dari permohonan akreditasi dan pemenuhan 
dokumen persyaratan akreditasi oleh Sekretariat KAN. 

5 

• Permohonan akreditasi hanya benaku selama 1 tahun 
setelah dokumen dilerima. Jika hasH audit kelayakan tidak 
dapat diselesaikan dalam 1 tahun. maka permohonan 
dinyatakan gugur dan biaya permohonan yang lelah 
dibayarkan tidak dapat ditarik. 

• Bila LPK memerlukan pra·asesmen (bersifat sukarela), 
dapat mengajukan permohonan pra·asesmen ke KAN. 
- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan 
menginformasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaan 
serta penetapan biaya pra·asesmen. Pelaksanaan pra· 
asesmen dilakukan oleh personel yang ditunjuk oleh KAN. 
- Blaya pra-asesmen ditransfer ke Rek. Bendahara Penerima 
(bukti pembayaran disampaikan ke Sekretariat KAN). 

• 11 -

Punt Lay.nan Akredttasl 
PPKI BPPI 

PettJgas P~ I Petuga. SPM 
Loyanon 

Baglan Admlnlstrasl Pendapatln 
Pemohon Akredtta.1 

Sekrelariat KANI Petugal Layanan AkreditasI Bendahara Penerima I Atawl Langsw"Ig ............... 

==.) I J:=oJ 
~"_~ 
~ P~S 

1 
Penginformaslan akreditasi, 

pemberian doItumen dan 
fonnult p!lfTTIOIlonan, serta .. - -- - - - - - -... -.-

Pengisian iormulir penetapan baya pennohonan 

Pembayaran biaya Penermaan -'" o 

P8f"l98iuan _PTa-
......." 

TO" 

~"":l.-.-.n_.ln-
* (i) 

Menerima bmulir 
permohonan akreditasi 

beserta bukti pembayaran 

J 
Pelaksanaan Audit 

KeIay-

PerntJeritahuan lin -.-- .... --""" 

Tembusan 

Bukti pernbayaran I 

Tembusan 

I ! P":,.!'" 7<D 
-.,ktibay~:::ll:::::::::::::~: :::-- ----·- '---T~;;;;~'-'--~ ~ •• •••• • • 8uk~pembayaran 

Pelaksanaan Pra-asesmen c \6 

Bank P..-sepsl IKUN __ 



NO URAIAN 

6 1- Selanjutnya dilakukan Audit Kecukupan yaitu pemeriksaan 
dokumentasi Sistem Manajemen Mutu LPK yang telah 
diserahkan ke Sekretariat KAN temadap kesesuaiannya 
dengan persyaralan akreditasi. 

7 

8 

- HasH audit kecukupan diinfonnasikan kepada LPK unluk 
ditindaklanjuti apabila dinyatakan belum cukup. 

ASESMEN AWAU RE-ASESMEN 

- ApabiJa hasil audit kecukupan sudah dianggap lengkap. 
maka dilanjutkan ke tahap Asesmen awa!. 
- Sebelum pelaksanaan Asesmen awal, akan diinformasikan 
tim asesmen, waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan 
penetapan biaya asesmen paling lambat 1 bulan sebelum 
pelaksanaan asesmen lapangan. 
- LPK dapal mengajukan keberatan atas tim dan waklu 
pelaksanaan asesmen dengan alasan yang jelas. Apabila 
lelah setuju atas tim dan waktu asesmen lapangan, akan 
dilakukan kontrak ke~a. 

- Biaya asesmen harus dibayarkan ke Rek. Bendahara 
Penerima dan bukti diserahkan ke Sekrelariat KAN. 

I-e 
Pus.t Lay.nan Akredltll' PPKI BPP/ Baglan Admln/atrolSl Pendlpatan Bank Persepsi 

Pemohon Akredltaal Sekretariat KANI Petugas layanan AknKitasI Petuga~~ Petugas SPM Bendahata Penerima A=~:::: IKas Negara 

Perbaikan 

Tindak lanjut hasil I+---~r--<~ 
aud~ kecukupan 

Tembusan 
Pemberitahuan lin asesmen, Penetapan biaya 

waktu pelaksanaan dan asesmen 
peoetapan biaya asesmen 

.--,-L.-::--:-,In n n n _ - __ n n __ n n n - ___ n n_ __ __ n n_ n ______ - ___ un n n n u __ Tem~sa;; -n n ~ pel~aan ] 

Menerinabuklibayar ___ ____________ ________ ____ Buktipembayaran 

It----r-S~ 
l ___ I-_ _ _ ++1 Penandatanganan Konlrak 

Kel'ja 

.""""'"n - l-I r:'\ lapangan I'-V 
--r 

- Selelah penandatangan konlrak ke~a selanjutnya 
dilaksanakan asesmen lapangan. Setelah selesai asesmen 
lapangan, LPK akan mendapat laporan hasil asesmen 
lapangan dari tim asesmen untuk mendapat persetujuan dan 
tandatangan. LPK wajib melakukan lindakan perbaikan dan 
divenfikasi oleh .im asesmen, jika diperlukan dapa' dilakukan I Thd,"'" 1

1
_ 

verifikasi lapangan. 
- Untuk bidang Lembaga Sertifikasi (LS) selain asesmen 
lapangan di LPK, dapat sekalian dilakukan penyaksian 
asesmen (witness) di LPK, sehingga ada penetapan tim 

1 Pelaporan dari rm -
Verifikasj oIeh tin asesmen 1 

witness dan penagihan biaya witness. 

9 1- Laporan asesmen dari Tim asesmen diperiksa 
kecukupannya oleh Sekretariat KAN sebelum dilakukan 
pengkajian oleh Panitia Teknis yang tidak ter1ibat proses 
asesmen dalam Rapat Panitia Teknis. 
- Hasil pertimbangan teknis oleh Panitia Teknis digunakan 
sebagai salah satu pertimbangan teknis yang diberikan ke 
Sekretaris Jenderal KAN dalam pengambilan keputusan oleh 
Konsil Akreditasi. 

10 1- Konsil Akreditasi menetapkan memberikan atau tidak 
memberikan akreditasi kepada LPK. Pengambilan keputusan 
didasarkan atas pengambilan suara Konsil Akreditasi. 
- Jika KAN tidak memberikan akreditasi, maka LPK dapat 
mengajukan banding dengan disertai bukti dan alasan, 
pengajuan selambatnya 1 bulan sesudah kepulusan KAN. 
- Sertifikat akreditasi yang dilerbitkan disertai Lampiran 
rincian ruang lingkup akreditasi dan berlaku 4 tahun sejak 
tanggal ditetapkan. 

r Mengajukan 
banding 

RapatPaniliaTeknis 

1 
Rapal Konsll KAN 

C~~I I 1-:---
• 

6 
I 
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Pusat Layanan Akredltlll 
PPKi BPPI 

Baglan Adminlstrasl Pendapatan 
Bank Persepsi . 

NO URAIAN Pemohon Akredltasl -
Sekretarlet KANI Petugas Lay.nan Akreditasi Petugas Pembukuan Petugas SPM 8endahara Penerlma Alasan Langsung IKasNegara 

lay_ Bend Penerima 

SURVAILEN DAN lURAN r1 
11 - Sebelum pelaksanaan Survailen akan diinformasikan tim 

1 1 8se5men, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya. LPK 

I~ 
dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu Tembusan 
pelaksanaan survailen dengan alasan yang jelas. PetSetujuan 

Pernbentahuan lin asesmen, H Penetapa." biaya I wak\J pelaksanaan dan _. ----------- ---- ------- -- .--- Siaya survailen harus dibayarl<an ke Rek. Bendahara tim dan waktu penetapan biaya survailen survaden 
Penerima dan bukti diserahkan ke Sekrelariat KAN. t7 Pembokusn f ~ - Selama 4 tahun masa akreditasi. KAN akan melaksanakan layanan 

Survailen yang terjadwal sebanyak 2 kali. Namun dapat -
ditambah Survailen tidak rutin/tidak te~adwal apabila I pen::a~blaya ----------- --_.---" . ---_ .--- -- --- --- - ---------_.----- ------------- --- --- ----- ------~ penerim~ diperlukan selama masa akreditasi. Tembusan 
- Selain itu LPK diharuskan membayar iuran tahunan 

~ Meoerina bukti bayar -- .----"---------- ------ -- ----- rL Bukli pemba~ 
sebanyak 4 kali 5elama 4 tahun masa akreditasi lPK. 
Penetapan atau tagihan iuran dapat ditagihkan tersendiri atau 

~ I Pelaksanaan survailen } fW bersamaan dengan penelapan tagihan survailen atau "I Iapon,an 
reasesmen. 

12 - Jika ditemukan ketidaksesuaian oleh tim 85e5men, LPK 
Temuan ketidaksesuaian J harus menindaklanjuti tindakan perbaikan. Tim 85e5men 

akan melakukan verifikasi alas tindakan perbaikan. I T Ildaldanjut tefOOall 
- Jika tindakan perbaikan tidak diselesaikan dalam waktu kelidaksesuaian 

l yang disepakati, maka lingkup akreditasi terkait dapat 
dibekukan. Konfirmasi status akreditasi dipertahankan 
sete!ah tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang § I Pembenlahuan Slatus I 
dilaporkan pada saat Survailen dinyatakan memuaskan. Dipertahahankan I Allreditasi dipef'!ahankan 

CROSS FRONTIER 
- ( P""""""", 13 - Cross frontier merupakan kegiatan ke~asama akreditasi 

~ 1 antar Badan akreditasi intemasional. Permohonan cross 

I~ 
frontier ditujukan ke KAN (Pusat Akreditasi lembaga Tembusan 
Sertifikasi), selanjutnya KAN akan menginformasikan hal-hal Pemberitahuan tin asesmen. l{ Penelapan biaya J yang terkait pelaksanaan cross frontier termasuk tim PersebJjuan waktu pelaksanaan dan - ----------------- ---------- --

tin dan waktu cross frontier 
asesmen. waktu pelaksanaan. dan penetapan biaya cross penetapan blaya rz. pembukuanj ~ frontier. Setuju layanan 
- Biaya cross frontier ditransfer ke Rekening Bendahara I p=~::a --- ---- -- - { pe~aan ] Penerima BSN (Bukti transfer disampaikan ke Sekretariat ------- --------------- -- -- - ---------------- ------------- ---------- --- ----
KAN). Tembusan 

Bukti pembay~ 
G:> Menerima bukti bayar J --- - ---------------- - ------------

Pelaksanaan Cross Frontierjot- fW 
( Hasil Cross Frontier 

UJI PROFISIENSI ,. - Setiap tahun KAN (Pusat Akreditasi laboratorium dan \ PendalWan 
~ lembaga Inspeksi) menyelenggarakan program Uji 

1"":=0 1 1 _"""'" I Profisiensi dengan menentukan contoh uji yang akan 
dilakukan Uji Profisiensi. Keikutsertaan dalam program uji 

pendaf\a'"an up ~fisiensi 

profisiensi adalah wajib bagi laboratorium yang telah 
diakreditasi. I P_nblaya I -- -------- ---- --- --------- --------- - ----------------- ---------- --- ---------------- -U' Penerinaan J 
- Pembayaran biaya uji profisiensi ke Rekening Bendahara Uj_ 

_I -""ktipembay..." t T embusan Bukti pembayaran & 
Penerima BSN (bukti pembayaran dikirim ke Sekretariat KAN 

~ 1 'Idenblas~ -- ----------------~ - - - - - I""'", l ab,,,,,",m 
dengan disertai identitas laboratorium). / p"",,,,,,",,, f 

layanan 

I ( laporan Uji Prolisiensl Pelaksanaan Uji Profisiensi Jot- j@ 
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Pu.at Llyan." Akredltul 
PPKlBPPI 

Bagle" Admlnlstrasl Pend_patin 
Bank Persepsl 

NO URAIAN Pemohon AkredltUl 
SekretarIat KANt Petugas t.ayanan Akredrtasl Petugas Pembukuan Petug •• SPM aendahara Penerima Atasan I.8ngst.wlg --LI)'8fI8n """, p-

PENATAUSAHAAN LAYANAN ('8' ",," 15 Biaya akreditasi dapat dibayar lS atau Transfer: .- Rekonsilasi 
- LS; Pemohon akreditasi membuat surat pemyataan , I PefOOay&nll ke Ret. I Peoe_.,;,y. I f P"""" I --- ---------- ---- ············I ·· .... ---- --------pembayaran lS ke Pusat Layanan Akreditasi cq. Bendahara Bendall," Penerma I layanan 
Penerima, selanjutnya Bendahara Penerima menerbitkan 

~ V' r- - - .- --
P"~DJ ~ SPP-S (Surat Pelaksanaan Peke~aan Sementara) rangkap 3 I .I pemya;J-. 

untuk pengajuan UKO (Iembar 1 untuk Pusal Layanan, I 
lS 

l~ 
pembayaran LS SPP-S 

lembar 2 & 3 untuk arsip Bendahara Penerima). 

1"'9: - Transfer; Ditransfer ke Rek. Bendahara Penerima. I I Proses lS.. I Penermaan SP2D KPPN I Buklj pembayaran disampaikan ke Pusat Layanan Akredilasi. 
I l Spp·S 1 

Va I I r"",Ie< Penerinaan vansfef 

'- - -- -- - ---- f--- r----
____ I 

Menmna btJktI 
pembay..." 

16 - Pusat Layanan AAredilasi menyerahkan dokumen 
penelapan biaya akreditasi dan bukti transfer kepada /pembtJkUan/ Penermaan peoetapan : 
Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansi rangkap 3 layanan biaya dan buktl : 

(Iembar 1 unluk Pemohon AAredilasi; lembar 2 untuk Pelugas t pembayaran : 

pembukuan layanan; dan lembar 3 unluk arsip Bendahara l KY<itansi ~ ~ : 
Penerima). I r P=~ .................. . ,+p,"""'kan ::§J - Bendahara Penerima menyelenggarakan pembukuan l K\llftansi ~ 
sesuai Perdl~en Perbendaharaan PER-47/PB/2009. Penerina 

- Seliap 11ga bulan pembukuan Bendahara Penerima 7 Pembukuan ' 
direkonsilasi dengan pembukuan layanan. \y Bendahara penenma/ • •• ' 

17 Selanjutnya alas dasar kwilansi, Bendahara Penerima 
menerbltkan SPP (Sural Pelaksanaan Peke~aan) rangkap 3 l SPP 1 didisb'ibusikan I SPP 

% P_ jt .1 Persetujuan I 
(Iembar 1 &2 diserahkan ke Pelugas pembukuan layanan 

L .- SPP ' 1 SPP 
untuk diarsip lembar 2 dan didistribusikan ke Petugas 
Layanan Akredilasi lembar 1 sebagai lampiran UKD; dan .Yj lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerima). 

18 - Pusa! Layanan Akreditasi akan mengajukan Usulan 
Perserujuan I Kebutuhan Dana (UKD) dengan melampirkan SPPI SPP·S I Pengajuan UKD ke 

kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk biaya 
PPK UKD 

pelaksanaan layanan akreditasi (Asesmen, Survailen, Cross (£)< --i Pelaksanaan layanan 
Frontier, Uji Profisiensi). 
- Setelah pelaksanaan layanan selesai dan dokumen 
pertanggungjawaban dana rampung, maka SPP lembar 1 LdatabaseJ yang sudah diverifikasi oleh BPP diserahkan kepada Atasan 
Langsung Bendahara Penerima (ALBP) unluk monitoring 
pelaksanaan layanan. 

PENYETORAN KE KAS NEGARA : 
19 Bendahara Penerima setiap minggu menye!orkan l Pencil'" cheque I penerimaan di Rekening Bendahara Penerima ke Kas II perserujuan 

Negara dengan mengajukan pencairan cheque ke Bank .. aa.k_,J · II Pencarcm Cheque 

I 

Persepsi atas persetujuan ALBP. 6 6 
-



Puaat Layanan Akredltasl 
PPKI BPPI 

Baglan Admlnlatnlal Pend.patan 
Bank perMpsil NO URAIAN Pemohon AkNdltasl 

Sektetariat KANI Petu!J8s layInan AJcntditesi PetugD PetTtlukuan Petug .. spy Bendahara Penerima AI.sa'I~ JKas Negara I 

Lay""" s.xt. PenerWna 

20 - Selanjutnya Bendahara Penerima menyiapkan SSBP (Sural Q y Setoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke Kas 
Negara melalui Bank Persepsi dan melakukan pencatatan 
atas bukti SSBP yang telah disetorkan ke Kas Negara. SS8Pyang 

Bank .....- Persepsi - Fotocopy bukti SSBP yang telah disetor ke Kas Negara telah dNalidasi SSBP keKas selanjutnya divalidasi ke KPPN sebagai dasar pengajuan KPPN ~ --anggaran pelaksanaan layanan oleh Pelugas SPM. y Pembukuan 7 
Bendahara Peneffi1a 

PELAPORAN 
21 - Bendahara Penerima menyampaikan laporan ke AlBP dan 

lPJ ke KPPN setiap bulan. Laporan bulanan 
laporanbuj - Selanjutnya alas [aporan Bendahara Penerima, AlBP ke KPPN dan AlBP kBKPA 

membuat laporan bulanan kepada KPA ..--J 
- Setiap triwulan AlBP membuat laporan triwulan ke Menteri • + 
Keuangan. 

l lapcn;~ananJ ___ ____ Laporan mwlan ke 
- Kepala Pusat layanan Akreditasi membuat laporan layanan -_ ..... _ ... ". _.- --- ---------- --- -- -----_. _. --- -----_. --_ .. ----- Menm Keuangan 
jasa akreditasi yang ditujukan kepada Oeputi , Sestama up. 
Biro PKT, dan AlBP. 

---~ 
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3. JASA INFORMASI STANDAR 

P.mohOn Informal 
Puut LaY'nIIn Inform.,1 Stlndar 

PPKI BPPI Blgl.n Admlnl,trul Pend'pltln ea." 
NO URAIAN Stlnd.r Petuglis Pembulwan Petug.,SPM ........... """"""" -........., PeI'H~1 

Petugas Layanan 

"""'" ......... Bendahara Peoerima -.... .......... IKu Neg.,.. 

INFORMASI 
1 Pemohon yang memerlukan informasi standar bisa mendapatkan 

layanan dengan : 
A. Datang langsung; pembayaran jasa layanan langsung 
secara tunai ke Bendahara Penerima BSN. 

(==-) B. Melalul Telepon/FaxlEmail; pembayaran jasa layanan 
melalui Transfer/LS ke Rek. Bendahara Penerima BSN. 
Alamat : Perpustakaan di Pusat Informas! dan Dokumentasi 
Standardisasi - BSN 
Gd. Manggala Wanabakti, JI. Jend. Gatot Subroto Blok IV, Lantai 
3. Wing C, Telepon : 021 5747043/44 Pst.144 (perpustakaan), 
Pst. 148 (Informasi), Fax: 021 5747045, 
E-mai! : dokinfo@bsn.go.id , Website: W'WW.bsn.goJd 
Pernustakaan buka : Senin-Jumat, Jam 09:00-15:00 WtB 

A. DATANG LANGSUNG 

KONFIRMASU KLARIFIKASI 
1 Pemohon Layanan datang !angsung ke Perpustakaan Pembentahuan 

menghubungi Petugas Layanan untuk mendapatkan informasi 

~ Inloonasi Standar & 
~ dokumentasi standar dan mengisi Form Permintaan Dokumen pemberian form unlUk 

(sesuai form F-29-1 -2) jika hanya untuk dibaca di perpuslakaan r"", .... 
alau mengisi Form Reproduksi Dokumen rangkap 3 (sesuai form 
F-29-1-3) jika akan difotocopy/dipesan untuk pembelian standar 
asing. Selanjutnya form yang telah diisi dikembalikan ke Petugas I Pengisian 101m 
Layanan. 

2 Petugas Layanan akan mengidentifikasi ketersediaan dokumen 

~ 
yang diminta. Apabila dokumen standar yang diminta tersedia, tersedia 

Pengembalian 

.::: ,,"""'''' dok,me' 

maka Petugas Layanan : 

dibaca lmpat 

- menyerahkan dokumen standar kepada Pemohon Layanan 
yang hanya ingin membaca di ruang Perpustakaan. Apabila telah 
selesai dibaca dikembalikan ke Petugas Layanan. 1- I .1--1 - membuat rindan biaya untuk masing-masing dokumen sesuai _ 51."" I I bIayo PP No. 62 Th 2007 pada Form Reproduksi Dokumen bagi yang 
ingin menggandakan dokumen standar. 

+ 
3 - Apabila Pemohon Layanan setuju biaya untuk mereproduksi r~./_;> dokumen, maka Petugas Layanan akan memproses layanan -sesuai Form Reproduksi Dokumen. - bIayo 

$etuju 
PROSES PELAKSANAAN LAYANAN 

4 - Pusat Layanan Informasi Standar mengajukan Usulan 
Kebutuhan Dana (UKD) unluk Uang Muka pelaksanaan 

I~ ' -=-1 reproduksi dokumen standar (penggandaan SNII penggandaan 
standar asing) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

t 

~ 
- Hasil reproduksi dokumen diserahkan ke Kasirl Pembantu 
Bendahara Penerima bersama form reproduksi dokumen I pengajuan UKO L J PelSetujuan I 
rangkap 3. 0 kePPK UKO 



NO 

5 

6 

URAIAN 

~ BIAYA LAYANAN 
h proses reproduksi dokumen selesai, Petugas layanan 

- -''--n kepada Pemohon layanan untuk melakukan 
. kepada kasirl Pembantu Bendahara 

- Pembantu Bendahara Penerima mengecek kebenaran jumlah 
biaya pada form reproduksi dokumen rangkap 3 dan menerima 
pembayaran tunal dan Pemohon l ayanan. 

P. mohon Inform •• l 
Stander 

L-C: 

III 
1"_ 

- -' I -

n Informa,l Stand.r 

Petugas Layanan I Petug'll 
Loy""" 

PPKlBPPI 
P.tug •• SPM 

Biglin 

\bIntu Bendaha" I p-
n 

""""'" """"'" 
- Pembantu Bendahara Penerima membuatkan kwitansi 
pembayaran tunai rangkap 3: lembar 1 untuk Pemohon l ayanan; 
lembar 2 untuk Petugas Pembukuan Layanan; lembar 3 untuk 
dicatat dan diserahkan ke Bendahara Penerima (Form kwitansi 
untuk Pembantu Bendahara Penerima telah disiapkan oleh 

Kwitansi 2 penerimaan pembtlkuan j f" .... pembantu 

ISERAH]ERIMAL 

1 

__ · 

dan 
layanal 

serta kwitansi pelunasan pembayaran lembar 
reproduksi dokumen lembar 1 kepada Pemohon 

- Form reproduksi dokumen lembar 3 dan kwitansi lembar 2 

C Dokumen Standaf ) 

~ 
t 

diserahkan ke Petugas Pembukuan Layanan untuk dicatat. ,::::;:::; --=:a ' I I ' ... "" ''''', ......... '''''" I 
• Setelah pelaksanaan layanan selesai dan dokumen ~ 

lunas 

pertanggungjawaban dana rampung, maka $PP lembar 1 yang • 
sudah diverifikasi oleh BPP diserahkan kepada Atasan Langsung ~ - -i Pembukuan I J8' 

-'" --
1 

Atasan lM'Igsung 
Penenma I Bendahwa PenorIrrI8 

"ao' Perupsl 
mas Neg_,.. 

Bendahara Penerima untuk monitoring layanan. layanan ~ I I I I I 

lB. MELALUI TELEPON I FAXI EMAIL I I I I I 
KONFIRMASU KLARIFIKASI I I ! 

1 • Pemohon layanan yang meminta layanan reproduksi dokumen 
Ikan konfirmasi ketersediaan dokumen beserta rindan 

Ibiaya (SeSuai tarif PP No. 62 Th 2007) dan ditambah biaya 
. . . IbUa dokumen dikirimkan) melalui surat 

... __ .. Pusat Layanan Inforrnasi Standar (untuk 
n dokumen asli standar asing, harus menunggu 

... _~i harga dati penetbit standar). 
,hi'a setuju. Pemohon layanan membayar biaya ke 

.- "' - -.lahara Penerima BSN. 

l~tT~ ~a l p~ 
~~ ~ keterseciaandokumen 

~ I~ 
_. Tid """""'. 

"'" 
2 

I BIAYA LAYANAN ~~ -------+------+-----r-----~-------+------+---~ n layanan membayar biaya reproduksi dokumen ke 

(UW~)·J I 
=-=-

•••• :> Bendahara Penerima BSN sesuai tarif PP No. 62 Th 
2007 (Pemohon layanan dapat membayar lunas atau membayar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --~~=:,~r _~§~ 

Uang Muka untuk pemesanan slandar dan dilunasi sebelum y r 
serah terima dokumen slandar). ::--;LS;---::>' ....,,-\--------------+------+-----.j~----<~ 
· Biaya reproduksi dokumen dapat dibayar lS alau Transfer : 
~ Pemohon layanan membuat surat pemyalaan pembayaran 
l S ke Pusat layanan Informasi Standar cq . Bendahara 
Penerlma, selanjulnya Bendahara Penerima menerbitkan SPP-S 

(Sural Pelaksanaan Peke~aan Sementara) rangkap 3 untuk ;~=]=~J~~~~~====~======±====~~======~~~~~:S pengajuan UKD alau pertanggungjawaban layanan (Iembar 1 Ya Spp·S 1 
untuk Petugas layanan, lembar 2&3 untuk arsip Bendahara 

Penerima). l:...:::..:=..;f~::~~~~~~.:=-=:...:t.::..:=.:=-=f:..::..:=_f=-=:...:l-Transfer: Ditransfer ke Rek. Bendahara Penerlma BSN. Menerima bUdi pernbByarwI 
• Bukti pembayaran disampalkan ke Pusa! layanan Informasi. 

-~ 



NO 

3 

URAIAN 

PROSES PELAKSANAAN LAYANAN 

Selanjutnya Pembantu Bendahara Penerima akan : 
• menerima lembar penawaran dan bukti pembayaran dari 
Petugas Layanan dan mengecek kebenaran jumlah biaya yang 
ditransfer serta crosscheck pembayaran ke Bendahara 
Penerima. 
- membuat kwitansi pembayaran transfer rangkap 3: lembar 1 
untuk Pemohon Layanan (apabila dokumen standar akan dikirim. 
kwitansi dikirim bersama dokumen). lembar 2 untuk Petugas 
Pembukuan Layanan; dan lembar 3 untuk dibukukan di 
Pembanlu Bendahara Penerima dan diserahkan ke Bendahara 
Penerima (Form kwitansi telah disiapkan oleh Bendahara 
Penerima). 

4 1- Pusat Layanan Informasi Standar mengajukan Usulan 
Kebutuhan Dana (melampirkan SPP lembar 1) ke Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) untuk biaya penggandaan standar, 
biaya pengiriman, dan pembelian dokumen asli standar asing. 
- Selanjutnya Petugas layanan memproses reproduksi dokumen 
berdasar1<an lembar penawaran. Hasil reproduksi dokumen 
diserahkan ke Pembantu Bendahara Penerima. 
SERAH TERIMA LAYANAN 

5 1- Selanjulnya Pembanlu Bendahara Penerima menyiapkan 
dokumen slandar unluk dikirim beserta kwitansi pelunasan 
lembar 1 kepada Pemohon layanan. 
- Kwitansi lembar 2 diserahkan ke Petugas Pembukuan layanan 
untuk dicata!. 
- Setelah pelaksanaan layanan selesai dan dokumen 
pertanggungjawaban dana rampung, maka SPP lembar 1 yang 
sudah diverifikasi oleh BPP diserahkan kepada Atasan lang sung 
Bendahara Penerima untuk monitoring layanan. 

C. IPENATAUSAHAAN LAYANAN 
1- Pembanlu Bendahara Penerima setiap sore menutup 
pembukuan penerimaan pembantu. Selanjutnya melaporkan 
kwitansi lembar 3 unluk pembayaran tunai maupun transfer 
beserta dokumen pendukungnya, dan menyetorkan penerimaan 
lunal hari itu kepada Bendahara Penerima. 
- Selanjulnya maksimal 2 (dua) hari ke~a berikulnya 8endahara 
Penerima menyetorkan penerimaan tunai ke Rekening 
8endahara Penerima BSN. 

2 1- Berdasarkan kwitansi lembar 3 yang diserahkan oleh Pembanlu 
8endahara Penerima beserta dokumen pendukung lainnya, 
Bendahara Penerima membuat pembukuan dalam Buku Kas 
Umum (BKU) dan memberi nomor BKU pada kwitansi tersebut. 
· Bendahara Penerima menyelenggarakan pembukuan sesuai 
Perd i~en Perbendaharaan PER-47/PBl2009. 
· Seliap liga bulan pembukuan Bendahara Penerima 
direkonsilasi dengan pembukuan layanan. 

3 ISelanjutnya atas dasar Kwitansi, Bendahara Penerima 
menerbitkan SPP (Sural Pelaksanaan Peke~aan) rangkap 3: 
- lembar 1 &2 diserahkan ke Petugas Pembukuan layanan untuk 
diarsip lembar 2 dan selanjutnya lembar 1 didistribusikan ke 
Pelugas l ayanan unluk pengajuan UKO. 
- lembar 3 unluk arsip Bendahara Penerima. 

Pemohon Inronn .. 1 
Standar 

a 
Puut Layanan Infonn •• 1 Stand.r 

Petugas Layanan I PetuQll Pembukuan 

"'''''' o 

PPKlBPPI 
Petug •• SPM 

Baglln Admlnlatrasl Pendapamn 

P- ......... I Bendahara Penerima Bend8twa Penem. p- I -Lang .... 

lP----po-

a.nk 
Pers_psl 

lKaaNeg'l'1I 

EJ· I I I IKM- jjJ l ~ __ h ___ 

-- .~- . Cro$SCheck ••• U am:ara I 
r~ A 

/
p,moo."n/ 
penenmaan 

""ban. 

1 ~f" 1 I 1'1 
H"'~_ I 

I Pengajuan UKD I t fperseluiuanl 
kePPK • UKD 

"""""'" "'" ( Dokonen $-. )0 I L,nas II ~== 

LD~J 1 / P'~:."" /.4+41--+----' 
1'---+----' 

o 

r;, 
T 

P""""","" 
KwitcwIsi h 3 & 

"'""""'" penerimaan tooai 

p
paneIinaan ILa'Iai ke 
Ret_ 

P-

p-"""" 
BKU .... K....., 

Oemboo 3 

I T __ h_~h __ h ___ hh j _____ --i~:':: ;':: LJ 
Penerima /-

.. _--_._------

oE'l'-11 1 ~TI--:- I 

RK 
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~mohon Infonna.1 Puut Laylnln Inform .. 1 Standlr 
PPKlBPPI BIglin Admlnl.tra.1 Pendlpatan Ban. 

NO URAIAN Standar Petupll Pembukuan P.tug .. SPM -- a Ataun Langsung 
P ..... psl 

Petugas Layanan ... ,- ........ Bendahara Pener1m 
~-

/Kat Ntgll'l 

D. PENYETORAN KE KAS NEGARA _n ["] 
1 Bendahara Penerima setiap minggu menyetorkan penerimaan ke 

Kas Negara dengan mengajukan pencairan cheque ke Bank Peocairan cheque j.- +I Persetujuan Persepsi alas persetujuan Atasan Langsung Bendahara Bank Ptrwp&i Pel'lCairail Cheque 
Penerima (ALBP). 

2 • Selanjutnya Bendahara Penerima menyiapkan SSBP (Sura 

@) Setoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke Kas 
Negara melalui Sank PersepsL SSBP,,,,, 

P- Perseosi 
• Bendahara Penerima melakukan pencatalan alas bukti SSBP telah divalidasi SSBP kll Kas 
yang telah disetorkan ke Kas Negara. 

KPPN ___ 
N_ 

· Fotocopy bukti SSBP yang telah disetor ke Kas Negara 
-, PemM .an ' / selanjutnya divalidasi ke KPPN sebagai dasar pengajuan Bendahara Penerima 

anggaran pelaksanaan layanan oleh Petugas SPM. 

E. PELAPORAN : 
1 • Bendahara ?enerima menyampaikan laporan ke ALB? dan LPJ 

ke KPPN setiap bulan. ~-~ i -'""t] • Seranjutnya atas laporan Bendahara Penerima, ALBP membua KPPN "" AlllP k&KPA 
laporan bulanan kepada KPA. + • Setiap triwulan ALBP membuat taporan triwulan ke Menteri 

[ ~~_ ... mmm . m. 

Keuangan . {:.;;J • Kepala Pusat Layanan Informasi Standar membuat laporan ... _ ....... ------ ........... .. ... .... ....... ... . ........ . ......... . 

layanan jasa informasi standar yang ditujukan kepada Deputi , 
Sestama up. Biro PKT. dan ALBP. 
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4. JASA PERMO HONAN NOM OR IDENTlFIKASI BANK (ISSUER IDENTIFICATION NUMBER • liN) 

Pu •• t Layanan liN PPKlBPPJ Bagll " Admlnlstrasl P.nd.~tan .. nk 
NO URAIAN Pemohon liN Petugas Pembukuan Petug •• SPM AlIIg'I Lang&ung PerupsU 

Pelugaslayanan liN l ava ... 
8endahara Penerima -- K •• Neg.,.. 

INFORMASI 
1 Pemohon informasi liN (Issuer Identification Number) dapa 

menghubungi: 
Pusat Layanan liN di Pusat Ke~asama Standardisasi ( Pennohon5I UN \ 
Gd. Manggala Wanabakti, JI. Jend. Gatat Subroto Blok IV, Lantai \ ./ 
4, Telp: 021 5747043144 Pst.2621117 (AguS/Rizki), Fax: 021 
5747045. 
E·mail : agusJ>@bsn.go.idlrizkirawati@bsn.goJd, 
Website : lNWW.bsn.goJd 

KONFIRMASII KLARIFIKASI r"", ~ogec';;;' 
2 - Pemohon liN yang telah mengetahui persyaratan dan proses liN 

dapat mengajukan surat permohonan liN. - ~ - Petugas l ayanan liN akan melakukan pengecekan status V, 

permohonan liN. Apabila pemohon liN telah memiliki liN , maka 

~ Pengisian form ~ -r-~~-I permohonan akan ditolak dan informasi disampaikan ke pemohon. pennohonan liN d¥I fonn 
Sedangkan, bila pemohon belum memiliki nomor liN, maka 

apikaslllN apikaslllN 
Pelugas l ayanan liN akan menginformasikan persyaratan dan I 
form yang perlu dilengkapi. 

3 Pusa! layanan liN akan melakukan verifikasi dan validasi 
terhadap dokumen pendaftaran pemohon liN. Apabila pemohon r"". ~ memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar ISO/IEG lengkap varldasi 
7812:2000 namun belum lengkap, maka diminta melengkapi. 
Sedangkan bila telah lengkap, maka dapat dilanjutkan ke proses ....., 
selanjutnya. 

PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN 
4 • Pemohon liN yang telah melengkapi persyaratan diminta 

~ P,m-.. don ~ RekollSilasi 
mentransfer biaya permohonan dan pemrosesan liN (sesuai tari II Pembayartl'l ke Rek" I. PerminlaM -f PemblJkuan I ................. ........................... IF= 
PP No. 62 Th. 2007) ke Rekening Bendahara Penerima BSN. 8endah<n Penarima ..- layanan 

Bukti transfer disampaikan ke Pusat l ayanan liN. I·········· . ...................... .. ........ ......... .. . __ .. _ .. -_ .. --- • ~ penenma;, InWler ] j 
- Selanjutnya Pelugas Pembukuan l ayanan melakukan Menetina buk!i Iransfer 
pencatatan layanan. I : 
PENATAUSAHAAN LAYANAN 1 

5 - Pelugas l ayanan liN menyerahkan data pemohon liN dan bukti 
Penyanpalan data pernohon I i transfer sebelum pelaksanaan layanan kepada Bendahara 

liN d¥I bukli wwler i 
Penerima untuk dibuatkan kwitansi rangkap 3 (Iembar 1 untuk 
Pemohon layanan liN; lembar 2 untuk arsip dan dibukukan di lK ..... 2 

A "= J-··;.;~·d;~····· · · · Petugas Pembukuan layanan liN; dan lembar 3 untuk arsip dan lK ..... , RKBe~ 
dibukukan di Bendahara Penerima). 

••• Pengecekal ••• Penerima 

- Bendahara Penerima menyelenggarakan pembukuan sesuai 
Perdi~en Perbendaharaan PER-47IPBI2009. 19 I Y P_.,," / 3 Bendahara Penerima 
• Setiap tiga bulan pembukuan Bendahara Penerima direkonsilasi 
dengan pembukuan layanan liN. 

6 Selanjutnya alas dasar kwitansi, Bendahara Penerima 

~y menerbilkan SPP (Sural Pelaksanaan Pekerjaan) rangkap 3: 
~ ... moo."".t SPP ~ . I Percetujuan I 

- lembar 1 &2 diserahkan ke Pelugas Pembukuan layanan untuk [ ) SP!' 
diarsip lembar 2, seranjutnya lembar 1 didistribusikan ke Petugas ·····r· __ .'_ layanan liN. I~ -6 
· lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerima. 

- _. 
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. . 
Punt Layanan liN PPKl BPPJ e.gls" Admlnlstnlal Pend_paUin Bank 

NO URAIAN Pemohon liN Petugas Pembukuan Petug •• SPM Alaaan Langaung Para.paU 
Pelugas layanan liN - Lavsnan Beodahara Penerlma 

6endahanl Penerima Kal Negarl 

PROSES PELAKSANAAN LAYANAN r1 
7 - Pusat l ayanan liN akan mengajukan Usulan Kebutuhan Dana 

(UKD) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk I Pengajuan UKO ke _ :pmetujuanUKD I 
pelaksanaan layanan liN (UKD dilampirkan SPP lembar 1) . PPK I 
• Setelah usulan dana disetujui, Pusat Layanan liN melakukan 
a5e5men temadap institusi pemohon. Jika hasil asesmen OK, I Pelbaikan : ~ T"'" J - I 
proses dapat diteruskan ke ABA (American Bankers Association) OK I .......... I selaku registration authority dengan cara mentransfer biaya 
permohonan ke ABA serta mengirimkan dokumen permohonan liN I OK! 
ke ABA Jika tidak OK akan kembali ke pemohon liN untuk J Trwfer bIaya \ I 
perbaikan. _ktl'JlA . Setelah pelaksanaan layanan selesai dan dokumen 

l per1anggungjawaban dana rampung, maka SPP lembar 1 yang I Pemro:: liN ke I sudah diverifikasi oleh BPP diserahkan kepada Atasan Lang sung 
Bendahara Penerima (ALBP) untuk monitoring pelaksanaan 
layanan. 1 

8 Apabila persetujuan permohonan liN dari ABA telah keluar akan I perser dai I segera diinrormasikan kepada Pemohon liN. 

( .... ndapa"'" liN ) --1 Penginformaslan liN I 
yang telah disetujul 

LIlaIabase J 
PENYETORAN KE KAS NEGARA 

9 Bendahara Penerima setiap minggu menyetor1<an penerimaan di 
Rekening Bendahara Penerima k. Kas Negara dengan P"""," ~ I Persetujuan I I 
mengajukan pencairan cheque ke Bank Persepsi atas persetujuan keBankP~ Pencairan Cheque 
ALBP. I 

10 - Selanjutnya Bendahara Penerima menyiapkan SSBP (Sura 

~ 
""",. , Setoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke Kas 

Negara melalui Bank Persepsi dan melakukan pencatatan atas SS8P'-::J. Ponye""" i'. Perupsi .-J 
bukti SSBP yang telah disetor1<an ke Kas Negara. divaliclasi KPPN 

SS8P ko "" J -
- Fotocopy bukti SSBP yang telah disetor ke Kas Negara N ..... 
selanjutnya divalidasi k. KPPN sebagai dasar pengajuan Y Pem"",., '/ anggaran pelaksanaan layanan oleh Petugas SPM. 

Bendahara Penerina 

PELAPORAN 

11 - Bendahara Penerima menyampaikan laporan ke ALBP dan LPJ 

l,-"'"-:1 ke KPPN setiap bulan. .1 '-"-rJ 
- Selanjutnya atas laporan Bendahara Penerima, ALB? membua KPPN "" AL8P l koKPA 
laporan bulanan kepada KPA. -l 
- Setiap triwulan ALBP membuat laporan triwulan ke Menteri 

['-"~J--- H=~ Keuangan. ------- ---- --------- ---- ------- ------ ------------------ ---------- -------------
- Kepala Pusat Layanan liN membuat laporan layanan jasa liN 
yang ditujukan kepada Deputi, Sestama up. Biro PKT, dan ALBP. 
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL 
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BAB III 

PENUTUP 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan 

Badan Standardisasi Nasional berlaku mulai pad a tanggal ditetapkan. 

2. Setiap pimpinan unit kerja terkait pelayanan jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) agar melakukan pembinaan dan koordinasi kepada semua pejabat dan staf 

pengelolaJpelaksana jasa PNBP di lingkungan kerjanya masing-masing . 

3. Apabi la dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam SOP ini atau terdapat perubahan 

peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

BAM BANG SETIADI 

Penanggung Jawab Paraf Tanggal Keterangan 

1. Pembuat KonsepJPengusul ~ l~f'o 

2. Disetujui KaroJKapus Pengusul 'r 1 b!~ (p 

3. Disetujui Deputi Pengusul - -

4. Disetujui Karo HOH C ~ \~{oto 

5. Disetujui Sestama 18!j~ (~ 
\J I 
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SSN) 
BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

- 22-

BAB III 

PENUTUP 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan 

Badan Standardisasi Nasional berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. 

2. Setiap pimpinan unit kerja terkait pelayanan jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) agar melakukan pembinaan dan koordinasi kepada semua pejabat dan staf 

pengelola/pelaksana jasa PNBP di lingkungan kerjanya masing-masing. 

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan da lam SOP ini atau terdapat perubahan 

peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

BAM BANG SETIADI 


